PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 8 TAHUN 1963 (8/1963)
TENTANG
PEMASUKAN DAERAH TI NG&KAT |1 KEPULAUAN RI AU KE DALAM
DAERAH PABEAN | NDONESI A

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang:

1. bahwa dal am rangka usaha nendedol | ari sasi kan Daerah Ti ngkat 11
Kepul auan R au seperti ternmaksud dal am Penetapan Presiden No.
9 tahun 1963 dan dalam rangka nenuju pada kesatuan dan
stabilisasi Ekonom Nasional dianggap perlu untuk segera

nmemasukkan Daerah Tingkat |1 Kepulauan R au kedal am Daer ah
Pabean | ndonesi a:
2. bahwa karena keadaan nenaksa/ nendesak soal tersebut perlu

dengan segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang;

Mengi ngat :

1. pasal 5 ayat 1 yo pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar

2. pasal 9 Indische Tariefwet (S. 1873 No. 35) yo Tariefordon
nantie (S. 1910 No. 628) sebagaimana telah diubah dan di
t anbah, terakhir dengan Lenbaran-Negara tahun 1951 No. 102,

3. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963,

4. O donansi Cukai M nyak Bum (Staatsblad 1886 No. 249
sebagai mana telah diubah dan ditanbah, terakhir dengan
Lenbar an- Negara tahun 1956 No. 79);

O donansi Cukai Bir (Staatsblad 1931 No.488 dan 489
sebagai mana telah diubah dan ditanbah terakhir dengan
Lenbar an- Negara tahun 1961 No. 3);

O donansi Cukai Tenbakau (Staatsblad 1932 No. 517): sebagai mana
tel ah di ubah dan ditanbah terakhir dengan Undang-undang No. 14
Prp tahun 1959);

O donansi Cukal Qula (Staatsblad 1933 No. 351 sebagai nana tel ah
di ubah dan ditanbah, terakhir dengan Lenbaran-Negara tahun
1958 No. 135;

5. Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang No.11 tahun
1961 tanggal 3 Agustus 1962 (Lenbaran-Negara tahun 1962 No.
49) yo Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 14
tahun 1962 tanggal 3 Agustus 1962 (Lenbaran-Negara tahun 1962
No. 52) ;

Mendengar :

Menteri Pertama. Wakil Menteri Pertanma Bidang Keuangan Menteri
Urusan Pendapatan Penbiayaan dan Pengawasan.Menteri U usan Bank
Sentral dan Menteri Perdagangan,

Menut uskan;
Menet apkan :

Peraturan Penerintah Pengganti undang-undang tentang Pemasukan
Daerah tingkat |l Kepulauan Ri au kedal am Daerah Pabean |ndonesi a



sebagai beri kut :
Pasal 1

Daerah tingkat |1 Kepulauan R au dinyatakan sebagai bagian dari
Daerah Pabean |ndonesia yang ternmaksud dalam pasal pertanma dari
Tari ef-ordonnantie tersebut.

Pasal 2

(1) Oidal am Daerah tingkat |1 Kepulauan Riau dipungut bea masuk
menurut peraturan data Indische Tariefwet (B.1873 No. 35)
sebagai mana telah diubah dan ditanbah. terakhir dengan
Lenbar an- Negara tahun 1957 No, 52 dan berdasarkan Tarib Bea
Masuk yang ditetapkan dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang No. 2 tahun 1963 (Lenbaran- Negara tahun 1963 No.
38) dengan ketentuan bahwa jum ah bea nasuk yang di tetapkan
didal am Tari p Bea Masuk tersebut sebesar 50% dan 100% di pungut
masi ng- masi ng 10% (sepul uh prosen) dan 20% (dua pul uh prosen).

(2) Pemungut an Hasi |l Perdagangan Negara dan Hasi| Perdagangan Negara
Tanbahan yang termasuk pada pasal 1 ayat (1) dan (3) dari
Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun
1963 No. 31) dan Sunbangan VWajib Istinmewa yang ternmaksud dal am
Peraturan Penerintah Pengganti Undang- undang No. 14 tahun
1962 (Lenbaran-Negara tahun 1962 No.52) tidak dilakukan atas

pemasukan bar ang-barang kedal am Daerah tingkat 11 Kepul auan
R au.
Pasal 3
At as pengel uaran barang dari Daerah tingkat |1 Kepul auan R au tidak

di kenakan bea keluar terkecuali atas pengeluaran m nyak bum dan
hasil -hasil nya keluar negeri dikenakan bea keluar sebesar 10%
(sepul uh prosen) dari harga f.o.b. jika bea keluar itu belum ada
di kenakan di bagi an-bagi an | ai nnya dari daerah Pabean | ndonesi a.

Pasal 4

(1) Atas penasukan barang-barang di sebutkan dibawah ini ke Daerah
tingkat 11 Kepul auan R au di kenakan cukai di-sanpi ng bea masuk
yang di maksudkan dal am pasal 2 ayat (1) Peraturan Penerintah
Penggant i Undang- undang i ni sebesar yang di cant unkan
di bel akang nanma j eni s nmasi ng- masi ng bar ang:

-Bir sebagai di maksud dal am ordonansi Cukai Bir (Staatsblad
1931 No. 488 dan 489) : KR Rp. 0.06 setiap liter.

-GQula sebagai yang dinmaksud dalam ordonansi Cukai Quila
(Staatsblad 1933 No. 351) : KR Rp. 0,05 setiap Kg.

-M nyak-bum sebagai yang dinmaksud dalam ordonansi Cuka
M nyak- Bum (Staatsblad 1886 No. 249) : KR Rp. 0.01
setiap liter Kkerosine.

KR Rp. 0,10 setiap. liter bensin dan mnyak- bum sejenis
itu.

-Hasi| tenbakau sebagai yang di maksud dal am ordonansi Cuka
Tenbakau (Staatsblad 1932 No. 517).



-60% dari harga eceran sigaret dan tenmbakau iris.

-35%dari harga eceran hasil tenmabakau | ai nnya.

-M numan keras yang nengandung al kohol sebagai yang ternaksud
dal am pasal 3 Peraturan Penertintah Pengganti undang-
undang No. 11 tahun 1962 (Lenbaran-Negara tahun. 1962
No. 49) : KR Rp. 1,50 setiap liter.

M ni num gazeuse, saribuah, anggur dan sebagai nya yang tidak
nmengandung al kohol sebagai yang termaksud dal am pasal 4
sub 1 dari Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
No. 11 tahun 1962 (Lenbaran-Negara tahun 1962 No. 49);
KR Rp. Rp. 0.03 setiap liter.

(2) Barang-barang yang tel ah di kenakan cukai seperti ternaksud pada
ayat (1) pasal ini, jika didatangkan kebagi an-bagi an | ainnya
dari Daerah Pabean |ndonesia, tidak di kenakan |agi cukai atau
S WI., seperti yang berl aku di bagi an-bagi an lain itu.

(3) Barang- barang yang tel ah di kenakan cukai dan/atau S.WI1. didal am
bagi an- bagi an | ainnya dari Daerah Pabean |ndonesia mnenurut
per at ur an- peraturan yang berlaku dibagian-bagian itu tidak
di kenakan cukai |agi, bilamana di masukkan ke Daerah tingkat 11
Kepul auan Ri au.

(4) Peraturan-peraturan Cukai dan/atau S.WI. yang berl aku di bagi an-
bagi an | ainnya dari Daerah Pabean |ndonesia pada waktu nul ai
ber | akunya Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
ti dak berlaku untuk Daerah tingkat Il Kepul auan R au.

(5)Dalam hal barang-barang dari jenis-jenis yang wajib Cuka
seperti disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dihasilkan di
Daerah tingkat |1 Kepul auan Riau, Menteri Wusan Pendapatan,
Penbi ayaan dan Pengawasan dapat nenyatakan sebagian atau
sel uruh Peraturan yang ternmaksud dalam ayat (4) pasal ini
berl aku juga di Daerah tingkat Il Kepulauan R au nul ai tanggal
yang di t et apkannya.

Pasal 5

Pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dan
unt uk pencegahan penyal ah-gunaan ket entuan-ketentuannya. diatur
ol eh Menteri U usan Pendapatan, Penbi ayaan dan Pengawasan.

Pasal 6

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
tanggal 10 Nopenber 1963.

Agar supaya setiap orang dapat nmenget ahui nya neneri nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat annya dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Cktober 1963

Presi den Republ ik I ndonesi a,
ttd.

SUKARNO



D undangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Cktober 1963
Sekretaris Negar a,

ttd.
MOHD. | CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG No. 8 TAHUN 1963
t ent ang
PEMASUKAN DAERAH TI NGKAT |1 KEPULAUAN RI AU
KE DALAM DAERAH PABEAN | NDONESI A

UMUM

Dal am rangka konfrontasi dengan apa yang di namakan Ml aysia
ber kenaan dengan  di putuskannya segala hubungan lalu-lintas
Per ekonom an dengan daer ah-daerah tersebut, Presiden/Pem npin Besar
Revol usi pada tanggal 21 Septenber 1963 telah nenberi ananat
komando kepada seluruh rakyat |Indonesia untuk nentaati dan
nmel aksanakan keputusan itu dengan sebai k-bai knya dan dengan rasa
tanggung j awab. Keputusan-keputusan itu antara lain :

1. Menut uskan segala hubungan lalu-lintas perekonom an dengan
daer ah- daerah yang nenamakan dirinya "Ml aysia", terutama Ml aya
dan Si ngapor e.

2. Mer upi ahkan/ dedol | ari sasi daerah Kepul auan R au.

Ber hubung dengan itu perlu dengan segera di adakan ti ndakan-
ti ndakan penanpungan, pengawasan dan penganmanan dari segal a
per soal an- persoal an yang ditinbul kan ol eh keadaan konfrontasi dan
dedol | ari sasi tersebut.

Seperti diketahui hingga saat ini Kepulauan R au terletak
diluar daerah Pabean I ndonesi a. I ni berarti, bahwa segal a
pengawasan tidak dilakukan untuk barang-barang yang di masukkan
kedal am dan di kel uar kan dari kepul auan Ri au.

Kepulauan R au ini dahulu tidak dimasukkan "Tol gebied"
(daer ah- pabean) | ndonesi a karena ongkos penjagaan douane di pandang
dem ki an besar hingga tidak sesuai |agi dengan Kkepentingan-
kepenti ngan fiskal yang tidak dicapai, selain dari itu banyak hal -
hal yang di pandang nmenyul i t kan unt uk nmenmasukkan kedal am t ol gebi ed.

Akan tetapi pada saat sekarang dilihat secara kesel uruhan,
bai k di bi dang politis nmaupun di bi dang sosi al ekonom s dan idealisne
sebagai Negara dan Bangsa Kesatuan dan sehubungan pula dengan
dedol | ari sasi daerah tersebut sangat diperlukan adanya pengawasan,
sehingga al asan biaya yang mahal itu tidak tepat lagi. Cara yang
tepat untuk nenjal ankan pengawasan dengan nenasukkan daerah itu
kedal am Daer ah Pabean | ndonesi a.

Maka sehubungan dengan "dedol |l ari sasi" daerah Kepul auan Ri au
pul a nengi ngat kemanpuan pengawasan yang nerupakan syarat nutl ak
unt uk nmemasukkan Daerah Tingkat 11 Kepulauan Riau kedal am Daer ah
Pabean | ndonesi a.

Dengan permasukan daerah R au kedal am daer ah Pabean | ndonesi a,



maka sel uruh perairan diantara pul au-pulau itu tidak |agi mnerupakan
daerah bebas, sehingga |alu-lintas barang-barang didaerah itu perlu
menenuhi formalitas-formalitas Bea dan CQukai seperti yang berl aku
di bagi an-bagian lain dari |Indonesia. Hal ini nengaki batkan pula
bahwa garis pengawasan Bea dan Cukai t er hadap
permasukan/ pengel uaran, barang-barang dari/keluar negeri nenjadi
| ebi h pendek, sehingga penjagaan nenjadi | ebih nudah
Sel anj utnya pemasukan kedalam daerah Pabean I|ndonesia in

nmel i bat kan perlu diadakan peraturan peraturan tentang penmungutan
bea masuk, bea keluar dan cukai, termasuk S.W 1. seperti berlaku
di bagi an-bagi an lain didaerah Pabean |ndonesia yang diharapkan
nmenberi kan hasil -hasil untuk menanbah pendapat an Negar a.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as

Pasal 2
Ayat 1

A eh karena mata uang yang berl aku di daerah Kepul auan Ri au seperti
di t et apkan dal am Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963
(Lenbar an- Negara tahun 1963 No. 98) adal ah rupi ah khusus
yang nilai lawannya lebih tinggi dari mata uang rupiah
yang berlaku dibagian Indonesia I|ainnya, terkecuali
Irian Barat, nmaka penungutan-penungutan bea masuk,
H P. N dan H. P. N. - Tanbahan  seperti yang berl aku
di bagi an-bagi an Indonesia itu tidak tepat, sehingga
untuk Daerah Tingkat |l Kepulauan Riau perlu diadakan
per aturan khusus nengenai juniah penmungutan atas barang
yang diinport. Penetapan bea masuk sejum ah 0% 10% dan
20% atas masi ng-masing gol ongan barang dianggap pada
waktu i ni dapat di pertanggungj awabkan.

Ayat 2

Ber hubung uang KR Rp. nmenpunyai nilai lawan resm yang tingg
di bandi ng dengan rupiah yang berlaku di Daerah Pabean
I ndonesia lainnya, naka dianggap pengenaan H. P.N.,
H P. N - Tanbahan dan S. WI. nobil sebagai beban yang
terlalu berat dan karena itu tidak dipungut selama
bar ang- barang yang bersangkutan berada di Daerah Ti ngkat
Il Kepulauan Riau. Dikandung maksud untuk mnengenakan
penbebanan- penbebanan yang di maksudkan ini apabi | a
bar ang- barang yang bersangkut an di bawa masuk kebagi an-
bagi an | ain dari Daerah Pabean | ndonesi a.

Pasal 3
Ti dak di kenakannya bea keluar atas barang-barang yang di-export
dari Daerah Tingkat |1 Kepulauan R au, adalah sesuai dengan

keadaan dibagi an-bagian lain di Daerah Pabean Indonesia
sehubungan dengan usaha export drive.

Pasal 4
Sesuai penj el asan nengenai pasal 2 ayat (1), maka penungutan cukai -
cukai dan S.WI. seperti yang berlaku dibagi an-bagian lain d



Daerah Pabean I|ndonesi a, t erkecual i Irian Barat, akan
di perl akukan juga di Daerah Tingkat |1 Kepulauan Riau akan
tetapi dengan tarip-tarip yang khusus.

Pasal 5
Cukup j el as.

Pasal 6
Cukup j el as.

Ter masuk dal am Lenbar an- Negara tahun 1963 No. 102.

Menget ahui
Pej abat Sekretaris Negara.

A W SURJOQADI NI NGRAT S. H
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963
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